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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Perlindungan konsumen terhadap tindakan wanprestasi pelaku usaha 

dalam transaksi e-commerce, khususnya dalam hal pengaturan 

tentang perlindungan konsumen terhadap tindakan wanprestasi 

pelaku usaha dalam e-commerce masih perlu dibenahi lagi. Pada 

dasarnya, belum ada ketentuan yang mengatur secara khusus 

mengenai perlindungan konsumen terhadap tindakan wanprestasi 

pelaku usaha dalam transaksi e-commerce. Selama ini peraturan yang 

digunakan untuk melindungi hak-hak konsumen adalah Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 

namun undang-undang ini tidak secara khusus mengatur mengenai 

hak-hak konsumen dalam e-commerce. Dengan kata lain, konsumen 

sulit menggugat pelaku usaha e-commerce dengan Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena pelaku 

usaha e-commerce sangat sulit dijangkau. Sedangkan peraturan yang 

digunakan untuk mengatur mengenai transaksi e-commerce adalah 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik, namun dalam undang-undang ini, tidak ada 

ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan 

konsumen terhadap tindakan wanprestasi pelaku usaha dalam 
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transaksi e-commerce. Seharusnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini disesuaikan 

dengan perkembangan e-commerce, termasuk banyaknya kasus 

kerugian konsumen yang muncul dalam masyarakat, akibat tindakan 

wanprestasi dari pelaku usaha e-commerce, sehingga dapat dibuat 

suatu ketentuan dalam undang-undang ini mengenai perlindungan 

konsumen terhadap tindakan wanprestasi pelaku usaha dalam 

transaksi e-commerce. 

2. Tanggung jawab pelaku usaha yang melakukan wanprestasi terhadap 

konsumen yang menjadi korban pada umumnya dapat berupa dua 

bentuk, yaitu pengembalian uang dan penggantian barang baru. Pada 

kenyataannya, penggantian barang dengan barang yang baru tersebut 

biasanya membutuhkan waktu yang lama, sehingga konsumen sering 

merasa diabaikan kepentigannya. Hal terpenting yang perlu 

diperhatikan konsumen yang mengalami kerugian adalah berani 

melakukan komplain kepada pelaku usaha yang bersangkutan, karena 

dengan melakukan komplain konsumen telah berusaha untuk 

menuntut dan memperjuangkan haknya. 

 

B. Saran 

1. Bagi Konsumen agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi e-

commerce, mengingat antara konsumen dan pelaku usaha tidak saling 

bertatap muka dan tidak saling mengenal, maka tindak kecurangan 
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dari pelaku usaha yang tidak beretikad baik akan lebih mudah 

muncul. Oleh karena itu, perlu sikap teliti serta waspada dari 

konsumen dalam melakukan kesepakatan dalam transaksi e-

commerce. 

2. Bagi Pelaku Usaha agar tidak melakukan tidakan wanprestasi guna 

memperoleh keuntungan yang berlebih. Dasar dalam membuka usaha 

e-commerce adalah “kepercayaan” (trust) dari konsumen, oleh karena 

itu, pelayanan dengan kualitas yang tinggi serta etikad baik dalam 

melakukan usaha dalame-commerce sangat dibutuhkan untuk 

menunjang keberhasilan usaha dari pelaku usaha e-commerce 

tersebut. 

3. Bagi Pemerintah agar dapat membuat suatu ketentuan yang secara 

khusus mengatur mengenai perlindungan konsumen terhadap 

tindakan wanprestasi pelaku usaha dalam transaksi e-commerce. 
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